Maulidya Ilhami RY_Hasil Revisi
- Copy.pdf

by Vio -

Submission date: 06-Nov-2024 05:58PM (UTC+0300)

Submission ID: 2510425127

File name: Maulidya_Ilhami_RY_Hasil_Revisi_-_Copy.pdf (237.14K)
Word count: 7252

Character count: 46271



Eksistensi Kontrak Kegiatan Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Dalam
Pengajuan Kredit Bank

The Existence Of Creative Economic Activities Contracts As Collateral In
Bank Credit Applications
BAulidya lhami', Lastuti Abubakar?, Tri Handayani®

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Indonesia

alamat email koresponden: maulidya20001@ mail.unpad.ac.id

Abstract

This research and article aim to address the challenges of implementing contracts for creative economy
stakeholders as guarantees, which, despite existing regulations, have not been applied in Indonesia. Further
investigation is necessary due to factors that create ambiguity regarding the role of cofgBlcts in creative
economic activities as guarantees and protections for the parties involved. The urgency of this study is to
support the development of the creative economy sector, especially in financing, while providing clariry and
benefits to stakeholders. Using a normative juridical method, this research offers new insights on contracts in
creative economic activities as guarantees, a topic underexplored in existing literature. The findings indicate
that the regulations governing these contracts can be implemented if a specific mechanism is established. Such
a mechanism is crucial since contracts cannot simply be classified as objects, and rh‘(mnmir value they
contain can be guaranteed through fiduciary collateral. Additionally, regulations from the Financial Services
Authority (OJK) are needed to detail the implementation of contracts as guarantees, along with consent from
the parties involved and the application of prudential prr‘ncipff-‘ banks before accepting these contracts as
collateral. Establishing these regulations and mechanisms will provide legal certainty and protect the parties
involved.
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Abstrak

Penelitian dan artikel ini bertujuan menemukan jawaban atas kesulitan dalam pengimplementasian kontrak
pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan yang mana pengaturannya memang sudah ada, tetapi
pengimplementasiannya belum pernah dilakukan di Indonesia sendiri. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan
karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakjelasan pada konteks kedudukan kontrak dalam
kegiatan ekonomi kreatif sebagai jaminan serta perlindungannya bagi para pihak. Adapun urgensi dari
penelitian ini adalah untuk mendukung pengembangan smn industri ekonomi kreatif terutama dari segi
pendanaan serta memberikan manfaat, dan kejelasan bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Oleh karena
itu, dilakukan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif. Penelitian dan artikel ini memberikan
wawasan baru terkait kontrak dalam Efeliatan ekonomi kreatif sebagai jaminan yang belum banyak dibahas
dalam literatur-literatur sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diketahui bahwa pada
dasarnya peraturan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan sangat mungkin untuk
diimplikasikan selama terdapat mekanisme khusus mengenai hal tersebut. Mekanisme dibutuhkan karena
kontrak tidak dapat serta merta digolongkan sebagai benda, sehingga nilai ekonomis yang terdapat dalam
kontrak tersebut yang dapat dijaminkan melalui jaminan fidusia. Lebih lanjut, perlu adanya pengaturan pada
POIJK terkait rincian pelaksanaan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan, persetujuan dari para
pihak dalam kontrak berkaitan dengan penjaminan kontrak tersebut, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh
bank sebelum menerima k()l]ll kegiatan ekonomi kreatif sebagai jaminan. Dengan adanya pengaturan dan
mekanisme, serta persetujuan para pihak dalam menjadikan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai
jaminan, dapat memberikan kepatian hukum dalam pelaksanaannya serta melindungi para pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Benda; Ekonomi Kreatif; Jaminan; Kontrak.




1. PENDAHULUAN
Pemerintah menyediakan fasilitas pendukung guna menyokong perkembangan pelaku

usaha ekonomi kreatif, salah ftunya terkait fasilitasi pendanaan dan pembiayaan yang
diatur lebih lanjut dalam Bab II Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomcmél Tahun 2019
tentang Ekonomi Kreatif (PP Nomor 24/2022). Pemberian fasilitas berupa pembiayaan atau
kredit yang bersumbﬁari lembaga keuangan bank sesuai dengan fungsi bank yang sangat
mlting serta amanat Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan
bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang
menghubungkan antara pemilik dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana.

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank akan melakukan pencairan dana kepada
pihak yang membutuhkan apabila bank percaya terhadap calon debitur tersebut, khususnya
terhadap kemampuan debitur mengembamm kredit yang diberikan oleh bank. Dalam
membangun kepercayaan tersebut, bank menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana
kewajiban yang tercantum dalam Pasal 8 UU Perbankan. Dalam melaksanakan atau
mengimplementasikan prinsip kehati-hatian tersebut, bank melakukan penerapan the five
C’s principles (Prinsip 5C). Keberadaan prinsip collateral berdasarkan Pasal 9 PP Nomor
24/2022 mengalami perluasan bentuk, yaitu menﬁ jaminan fidusia atas kekayaan
intelektual, hak tagih yang dimiliki oleh pelaku usaha ekonomi kreatif, serta kontrak pelaku
usaha ekonomi kreatif. Terkhusus pengaturan mengenai kontrak pelaku usaha ekonomi
kreatif sebagai jaminan tidak diiringi dengan peraturan teknis yang jelas,baik dalam regulasi
yang sama ataupun dalam regulasi yang berbeda, sehingga menimbulkan kendala dalam
pengimplementasiannya yang menyebabkan pelaku usaha ekonomi kreatif tetap kesulitan
dalam mendapatkan dana untuk mengembangkan usaha. Dengan kata lain, dengan adanya
regulasi ini membuka peluang bagi kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif untuk dijadikan
jaminan, tetapi belum diikuti dengan peraturan teknis yang memadai untuk selanjutnya bisa
diimplementasikan.

Adapun permasalahan serta kesulitan yang dihadapi dalam mengimplementasikan
kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan adalah tentang kejelasan kedudukan
kontrak itu sendiri sebagai objek jaminan dalam proses pajuan kredit kepada bank.
Kontrak tidak dapat serta merta digolongkan sebagai benda. Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) pengaturan tentang Kebendaan diatur dalam Buku Kedua
yang bersifat tertutup. Artinya definisi, jumlah, dan jenis benda beserta hak kebendaan yang
diakui terbatas pada apa yang dijelaskan dalam Buku Kedua KUHPerdata serta undang-
undang yang berkaitan. Hingga saat ini, baik KUHPerdata maupun undang-undang lainnya
yang berkaitan dengan benda tidak mengatur serta tidak menjelaskan bahwa kedudukan
kontrak adalah sebagai benda serta tidak menjelaskan pula hak kebendaan yang melekat
padanya apabila memang digolongkan sebagai benda. Dengan kata lain, dari segi definisi
benda dan jenis hak kebendaan bedasarkan KUHPerdata bersifat sangat terbatas dan kontrak
pelaku usaha ekonomi kreatif tidak termasuk di dalamnya.

Pengaturan dasar mengenai kontrak diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata yang
mana sistemnya adalah terbuka dan hanya mengatur sehingga para pihak dalam kontrak bisa
mengubah kontrak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini berbeda jauh dengan pengaturan dasar




yang mengatur tentang benda, yaitu Buku Kedua KUHperdata yang memiliki sifat tertutup
sehingga tidak dapat diganti ataupun diubah oleh palmihak. Kontrak juga dianggap tidak
dapat memenuhi unsur definisi benda sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata
yang menyatakan bahwa benda adalah segala hak dan segala barang yang dapat dijadikan
hak milik.

Kedudukan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan juga tumpang
tindih dengan kedudukan hak tagih. Hal ini dikarenakan pada dasarnya apabila kontrak
dijaminkan kepada kreditur, maka yang dijaminkan dari kontrak tersebut adalah nilainya
yang mana hal tersebut adalah sama dengan hak tagih itu sendiri berdasarkan kesepakatan
di dalam kontrak. Oleh karena itu, keberadaan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai
jaminan terkesan hanya menambah-nambah jenis jaminan tanpa memperhatikan pengaturan
serta kepentingan sebenarnya dari keberadaan jaminan itu sendiri. Namun, terlepas dari
segala kekurangan kontrak sebagai jaminan, sebenarnya kontrak tetap memiliki nilai secara
ekonomis bagi para pihak sehingga memiliki kapasitas untuk dijadikan jaminan.

Permasalahan terkait kedudukan kontrak sebagai jaminan bukan satu-satunya
kesulitan yang timbul dari adanya aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 PP Nomor
24/2022. Kendala mengenai perlindungan hukum bagi kreditur sebagai pemegang jaminan
serta pihak lainnya dalam kontrak juga merupakan sebuah hal yang harus diperhatikan dan
dicermati dengan seksama. Kedudukan kontrak sebagai jaminan juga menjadi suatu masalah
karena memberikan ketidakpastian terkhusus bagi kreditur.

Artikel ini berbeda dengan tulisan lainnya karena pengaturan tentang kontrak pelaku
usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan merupakan suatu hal yang baru pula. Misalnya, pada
artikel yang membahas tentang kedudukan konten youtube sebagai jaminan yang memang
merupakan salah satu amanat pula dari PP Nomor 24/2022. Dalam artikel ini dijelaskan
bagaimana konten youtube sebenarnya bisa dijadikan jaminan yang digolongkan pada
penjaminan kekayaan intelektual. Artikel ini juga memiliki kelebihan berupa penjabaran
yang rinci tentang kedudukan konten youtube dalam konteks jaminan serta perbandingannya
dengan negara lain. Akan tetapi, artikel ini tidak memberikan solusi yang realistis agar
konten youtube sebagai jaminan tersebut benar-benar dapat diterapkan oleh pelaku usaha
ekonomi kreatif di Indonesia karena tidak memperhatikan kepentingan bank yang saat ini
eksis di Indonesia sebagai salah satu kreditur dan penerima jaminan itu sendiri mengingat
nilai konten youtube yang sangat fluktuatif sehingga tidak terdapat fungsi praktis dalam
artikel yang ditulis.

Kemudian terdapat pula artikel yang membahas terkait perjanjian kredit hak cipta
sebagai objek jaminan fidusia. Artikel tersebut pada dasarnya berhubungan serta sejalan
dengan PP Nomor 24/2022 karena sama-sama membahas terkait kedudukan kekayaan
intelektual sebagai jaminan. Lebih lanjut, artikel msebut memiliki kelebihan berupa
pembahasan yang rinci dan jelas terkait kedudukan hak cipta sebagai jaminan mulai dari
peraturan perundang-undangan hingga praktik yang terjadi di lapangan sehingga dapat
tergambar jelas mengenai pelaksanaan terhadap pengaturan hak cipta sebagai jaminan. Akan
tetapi, artikel ini bukan merupakan artikel yang ditulis untuk mengkaji secara langsung PP
Nomor 24/2022 sehingga tidak dapat serta merta diterapkan dalam konteks pembiayaan




berbasis kekayaan intelektual terkhusus kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai
jaminan karena belum tentu sesuai. Ruang lingkup praktik yang dilihat juga terbatas pada
satu lokasi saja sehingga tidak dapat melihat posibilitas ke depannya terhadap seluruh
wilayah Indonesia.

Artikel lain yang juga berbeda dengan artikel ini adalah terkait pembahasan
perlindungan hukum pengguna jasa penyelesaian pencairan jaminan pelaksanaan kontrak
kerja konstruksi pemerintah. Penelitian dan tulisan ini memiliki kelebihan karena telah
mengkaji secara lebih lanjut tentang perlindungan hukum terkait pencairan jaminan
pelaksanaan dalam konteks pekerjaan konstruksi yang mana hal ini pada prinsipnya
berhubungan pula dengan pencairan jaminan pada umumnya sehingga bisa diterapkan untuk
tiap jenis jaminan yang ingin dicairkan. Akan tetapi, hal ini tidak berhubungan secara
langsung dengan pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana
diamanatkan oleh PP Nomor 24/2022 karena pada peraturan tersebut yang diatur sebagai
jaminan adalah kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif yang regulasi teknisnya belum jelas
meskipun memiliki konteks yang sama, yaitu mengenai jaminan.

Penelitian dan artikel ini dibuat dengan tema khusus tentang kontrak pelaku usaha
ekonomi kreatif sebagai jaminan yang sebelumnya belum pernah dibahas oleh pea:litian
yang disebutkan di atas. Penelitian ini juga menjabarkan bagaimana ked an kontrak
dalam kegiatan ekonomi kreatif saat ini dan bagaimana pula seharusnya kontrak dalam
kegiatan ekonomi kreatif itu ditempatkan dalam konteksnya sebagai jaminan sehingga ke
depannya dapat benar-benar diterapkan secara maksimal. Pembahasan dalam artikel ini akan
mengisi kekosongan dan kesenjangan penelitian sebelumnya yang belum banyak membahas
topik yang sama. Melalui pembahasan tersebut, penelitian yang dilakukan dapat
memberikan kepastian hukum dalam kedudukan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif
sebagai jaminan karena menawarkan solusi praktis dan pengaturan yang teknis, melindungi
kepentingan para pihak terutama kreditur, serta menciptakan sistem pembayaran yang lebih
inklusif bagi pelaku usaha ekonomi kreatif.

Memperhatikan beberapa alasan tersebut, maka dapat untuk dapat menerapkan aturan
tentang kontrak pelaku usaha nomi kreatif sebagai jaminan diperlukan penelitian dan
pengaturan yang lebih jelas. Perlu dilakukan penelitian yang khusus bertujuan untuk
menjawab tantangan serta permasalahan yang ada, yaitu terkait kedudukan kontrak sebagai
objek jaminan menurut hukum benda serta perlindungan bagi kreditur pemegang jaminan
tersebut menurut hukum jaminan.

2. MEBODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif. Untuk itu,
fakta dalam artikel ini dihubungkan dengan peratprgn perundang-undangan yang
seharusnya. Lebih lanjut, penelitian dan artikel ini bersifat deskriptif analitis yang
menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan tersebut serta faktor yang
memengaruhi objek pcnclitian.

Penelitian dan artikel ini menggunakan dua dokumen hukum, yaitu dokumen hukum
yang sifatnya primer dan dokumeraukum yang sifatnya sekunder. Adapun dokumen hukum
primer yang kami gunakan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi




Kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang’eraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, serta beberapa jenis peraturan
lainnya. Untuk mendukung dokumen hukum primer tersebut kami juga menggunakan
umen hukum sekunder, berupa buku, jurnal, serta sumber internet lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kedudukan kontrak sebagai objek jaminan berdasarkan hukum benda

Nomor 24/2022 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan utama
untuk memberikan fasilitas dan solusi kepada pelaku usaha ekonomi kreatif agar dapat
mempertahankan hak-hak ekonomis pada suatu kar)B yang merupakan hasil kekayaan
intelektualnya sehingga bisa dijadikan jaminan utang serta diharapkan dapat mengatasi
problematika pembiayaan bagi para pelakunya. Lebih lanjut dalam PP Nomor 24/2022
terdapat pengaturan tentang perluasan jaminan, yang salah satunya adalah kontrak pelaku
usaha ckonomi kreatif sebagai jarm'n yang sejak awal ditujukan untuk mempermudah
aliran dana dan pengembangan setiap pelaku usaha ekonomi kreatif yang ada di Indonesia.
Dengan adanya pengaturan ini, muncul jenis jaminan yang sebelumnya tidak ada menjadi
ada guna mempermudah perkembangan pelaku usaha ekonomi kreatif.

Mcrujtn pada Pasal 9 PP Nomor 24/2022 menjelaskan bahwa dalam rangka
pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, maka pelaku usaha ekonomi
kreatif dapat mengajukan permohonan untuk mlbiayaan kepada lembaga keuangan bank
maupun lembaga keuangan nonbank dengan menggunakan kekayaan intelektual sebagai
@hick jaminan utang. Lebih lanjut, perluasan dari objek jaminan utang yang dimaksud adalah
jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, hak tagih dalam kegiatgggekonomi kreatif, serta
kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif itu %emm Jenis kontrak dalam kegiatan ekonomi
kreatif yang dapat dijaminkan antara lain adalah kontrak kerja atau surat perintah kerja yang
diterima oleh pelaku usaha ekonomi kreatif tersebut. Pada dasarnya, kedudukan kontrak
pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan dalam proses pengajuan kredit kepada bank
belum diatur dalam regulasi yang ada dimdonesia, kecuali PP Nomor 24/2022. Menurut
peraturan selain PP Nomor 24/2022, jenis jaminan yang diterima adalah jaminan perorangan
dan jaminan kebendaan. Kedudukan kontrak sampa'maat ini tidak termasuk dalam kedua
klasifikasi jaminan tersebut. Hal ini dikarenakan belum ada pengaturan dalam bentuk
undang-undang yang benar-benar mengatur kedudukan 55 2l kontrak sebagai jaminan. Hal
ini pula yang kemudian menyebabkan hingga saat ini berdasarkan data dari Masyarakat
Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang didapatkan dari wawancara diketahui bahwa belum
ada satupun bank yang berani menerapkan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai
jaminan. Dengan kata lain terdapat kesenjangan yang jelas antara peraturan yang dibuat serta
praktik yang berjalan di masyarakat, baik bagi pelaku usaha ekonomi kreatif maupun bagi
bank itu sendiri.

Merujuk pada regulasi dan praktik yang ada, dalam hal bank menerima kontrak
sebagai jaminan, maka yang diterima sebenarnya adalah hak tagih yang dimiliki debitur atas
kontrak tersebut. Jenis hak tagih sebagaijaminamlemiliki kedudukan yang jelas dilihat dari
kacamata hukum jaminan. Penjelasan bagian Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Nomor 42/1999) menjelaskan bahwa jenis-jenis objek




yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah benda dalam persediaan, barang
dagangan, peralatan mesin, kendaraan bermotor, serta piutang. Merujuk pada regulasi
tersebut diketahui bahwa selama yang dijaminkan dari kontrak tersebut adalah hak yang
seharusnya diterima oleh debitur yang disebut juga sebagai hak tagih, maka sistematika
penjaminannya dapat menggunakan sistem jaminan fidusia pada umumnya. Akan tetapi,
apabila yang dijaminkan bukan hak tagih dalam kontrak tersebut, melainkan benar-benar
surat mltraknya, maka mekanisme jaminan fidusia tidak dapat diterapkan.

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur harus didasarkan pada prinsip kehati-
hatian. Kewajiban prinsip kehati-hatian ini harus g¢prapkan oleh bank dalam setiap jenis
layanan yang diberikan dan hal ini sejalan dengan Pasal 8 Angka 1 UU Perbankan. Dalam
hal bank tidak melakukan prinsip kehati-hatian dengan benar, maka terhadap bank tersebut
akan dikenai sanksi sebagaimana yang tercantum dalam UU Perbankan. Lebih lanjut, prinsip
kehati-hatian ini diimlcmcntasikan secara lebih jauh dan lebih rinci melalui penerapan the
five C’s of Credit (Prinsip 5C) yang terdiri dari character, capacity, capital, condition of
economy, dan collateral.

Dalam konteks prinsip character, terkhusus sebelum memberikan kredit kepada calon
debitur, bank akan terlebih dahulu melakukan analisis dan pendalaman terhadap sifat, watak,
dan kepribadian masyarakat sebagai calon debitur. Penerapan melalui analisis ini dilakukan
dengan melakukan pengamatan terhadap sifat sehari-hari, kebiasaan hidup, hobi, cara hidup,
hingga latar belakang keluarga. Informasi-informasi yang diamati tersebut bisa didapatkan
baik melalui wawancara langsung dengan calon debitur atau diskusi tentang beberapa hal
bersama calon debitur, serta melakukan observasi kepada lingkungan sekitar gglon debitur.
Melalui analisis menggunakan prinsip ini bank dapat mengetahui apakah calon debitur
memiliki sifat yanggpjur serta bertanggung jawab agar kemudian dapat dijadikan poin
penilaian tersendiri sebelum memberikan kredit kepada calon debitur tersebut.

Prinsip capacity berarti prinsip yang digunakan oleh bank untuk melihat kemampuan
calon debitur mengelola usaha dan keuangannya. Pelaksanaan prinsip ini bisa dilakukan
dengan melihat informasi yang diberikan oleh calon debitur itu sendiri serta melalui survei
langsung. Pentingnya prinsip ini untuk diterapkan adalah untuk melihat serta mengukur
kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit nantinya kepada bank sebagai
kreditur. Melalui analisis prinsip ini bank dapat mengetahui perkiraan jumlaimndapatan
serta pengeluaran yang dilakukan oleh calon debitur sehingga bisa mengetahui kemampuan
debitur tersebut dalam mengembalikan kredit yang diberikan nantinya. Selanjutya, prinsip
m;z'ra{ merupakan prinsip yang digunakan oleh bank untuk mengetahui kondisi aset atau
kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola oleh calon debitur. Hal ini bisa
terlihat dari beberapa faktor, seperti neraca, laporan laba dan rugi, struktur permodalan, rasio
keuntungan, hingga rasio kerugian perusahaan. Kemudian, analisis menggunakan prinsip
kehati-hatian berdasarkan condition of economy. Melalui analisis ini bank dapat
memperkirakan prospek usaha masyarakat sebagai calon debitur serta bagaimana prospek
penghasilan sehari-hari usaha tersebut. Pada dasarnya, prinsip ini lebih terikat pada hal-hal
eksternal dari calon debitur, tetapi tetap mempengaruhi usaha calon debitur itu sendiri.




Terakhir, prinsip Collateral merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk

mengetahui apakah calon debitur memiliki jaminan yang pantas atas utang yang
diajukannya kepada bank. Pada dasarnya, bcrkaitmiengan prinsip jaminan terdapat dua
jenis jaminan berdasarkan KUHPerdata, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.
wngenai jaminan umum dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan
bahwa set benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur harus
dijadikan sebagai tanggungan atas segala perikatan yang dimilikinya. Namun demikian,
jenis jaminan ini haggp digunakan dalam hal antara debitur dan kreditur tidak memiliki
perjanjian mengenai jaminan atas utang yang dimiliki oleﬁbitur. Bagi debitur dan kreditur
yang dengan sengaja mclakubn pengaturan mengenai jaminan atas utang yang dimiliki
debitur, maka disebut sebagai jaminan khs. Jaminan khusus sendiri dibagi atas dua jenis,
ﬂlitu jaminan kebendaan yang terdiri atas gadai dan hipotik yang diatur dalam KUHPerdata,
resi gudang yang diatur dalandjndang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi
Gudang (UU Nomor 9/2006), hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan
dengan Tanah (UU Nomor 4/1996), dan fidusia yang diatur dalam UU Nomor 42/1999, serta
jenis jaminan khusus kedua adalah jaminan perorangan yang terdiri atas personal guarantee,
corporate guarantee, dan bank guarantee.

Keberadaan Pasal 9 PP Nomor 24!202@menghadirkan jenis peraturan yang
memperluas bentuk jaminan yang dapat diberikan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif kepada
kreditur yang dalam hal ini adalah bank. Adapun perluasan peraturan yang dimaksud adalah
pelaku usaha ekonomi kreatif diberikan kesempatan untuk menjadikan kekayaan
intelektual, hak tagih, serta kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan dalam
proses pengajuan kredit kepada bank. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa khusus untuk
kekayaan intelektual dapat dilakukan penggunaannya melalui jaminan fidia.

Penjaminan kekayaan intelektual dengan cara fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 1
Angka 2 UU Nomor 42/1999 yang menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan hak
jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak b jud serta benda tidak
bergerak, kecuali benda yang dibebani hak tanggungan, dimana $enda jaminan akarmtap
berada dalam penguasaan debitur. Kekayaan intelektual memenuhi seluruh unsur bagi benda
(63 0 dapat dijaminkan dengan cara fidusia, yaitu benda bergerak tidak berwujud, tidak
dibebani hak tanggungan, dan dapat tetap ditempatkan dalam penguasaan debitmsclama
terjadi penjaminan. Oleh karena itu, menjadi sangat mungkin untuk menjadikan kekayaan
intelektual sebagai jaminan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam mengajukan kredit
kepada bank karena jenis penjaminan yang jelas serta nilai ekonomi yang dimiliki oleh
kekayaan intelektual itu sendiri.

Dalam Pasal 9 PP Nomor 24/2022, tidak hanya mengatur kekayaan intelektual sebagai
jaminan, tetapi juga mengatur dan menetapkan hak tagih serta kontrak pelaku usaha ekonomi
kreatif sebagai jaminan. Khusus untuk hak tagih memiliki posisi serta sifat yamgysama
dengan piutang, dimana pelaksanaan jaminannya juga dapat @kukan melalui jaminan
fidusia. Hal ini sesuaigggngan Penjelasan Umum UU Nomor 42/1999 yang menyatakan
bahwa salah satu jenis benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia adalah piutang.




Kejelasan kedudukan kekayaan intelektual serta hak tagih sebagai jaminan berbeda
dengan posisi atau kedudukan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan. Hal
ini dikarenakan PP Nomor 24/2022 tidak memberikan peraturan teknis ataupun rincian yang
jelas tentang bagaimana cara menjaminkan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dengan
benar serta tidak ada pula ketentuan sebelumnya yang sudah mengatur mengenai hal
tersebut. PP Nomor 24/2022 hanya mencantumkan bahwa kontrak pelaku usaha ekonomi
kreatif dapat dijadikan sebagai jaminan, tetapi tidak admenjclasan lebih lanjut terhadapnya.
Seharusnya peraturan teknis untuk penjaminan bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) bukan dalam peraturan pemerintah atau jika tunduk dengan hukum
fidusia, maka seharusnya mengikuti peraturan pelaksanaan hukum jaminan fidusia. Hal ini
yang kemudian membuat penjaminan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif menemui
banyak hambatan sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian latar belakang.

Pada dasarnya pengertian benda tercantum dalam Pasal 499 KUHPerdata dan benda
yang dapat dijadikan jaminan menurut Pitlo adalah benda yang memenuhi kualifikasi untuk
memberikan kedudukan lebih baik dan lebih tinggi kepada seorang kreditur dibandingkan
dengan kreditur lain atas piutang yang dimilikinya. Kedudukan yang dimaksud dalam hal ini
adalah lebih baik usahanya dalam mendapatkan pemenuhan atau pelunasan atas piutang
yang dimilikinya dibandingkan dengan kreditur lain, meskipun tidak benar-benar terjamin
atau tidak pasti terjamin keseluruhannya. Untuk dapat memenuhi kualifikasi tersebut,
tentunya setiap benda yang dijaminkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai jaminan yang
salah satunya adalah memiliki nilai secara ekonomis agar dapat diuangkan oleh kreditur
untuk melunasi utang debitur apabila memang diperlukan. Dihubunggz dengan keberadaan
kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif, maka sebenarnya dalam perkembangan hukum
perdata yang modern segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis akan berujung pada
perjanjian atau kontrak tertulis. Oleh karena itu, kontrak yang bentuknya tertulis dan dimiliki
pelaku usaha ekonomi kreatif dapat digolongkan sebagai benda yang memiliki nilai
ekonomis sehingga memenuhi syarat jaminan agar dapat dijadikan pelunasan oleh kreditur
untuk melunasi utang debitur apabila diperlukan.

Mengingat kontrak telah memenuhi syarat jaminan karena memiliki nilai ekonomis,
maka selanjutnya perlu dipastikan bentuk yang sesuai bagi kontrak pelaku usaha ekonomi
kreatif apabila dijaminkan kepada bank sebagai kreditur. Apabila kedudukan kontrak
ﬁlubungkan dengan definisi benda, maka kontrak tidak dapat langsung digolongkan sebagai
benda. Menurut Pasal 499 KUHPerdata, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi
objek untuk hak milik. Artinya segala sesuatu dapat digolongkan sebagai benda selama hal
tersebut dapat dijadikan hak milik bagi subjek hukum yang bersangkutan. Menghubungkan
antara pengertian benda menurut Pasal 499 KUHPerdata dan kontrak, maka menurut
penelitian ini kontrak tidak dapat digolongkan sebagai benda, melaink;a sebuah hubungan
hukum perikatan yang direalisasikan oleh para pihak dalam wujud hak dan kewajiban
sing-masing pihak. Selain itu, kontrak tidak memenuhi unsur benda Eye dimaksud untuk
dapat dijadikan objek hak milik. Pada dasarnya, dalam sebuah kontrak yang dapat dijadikan
hak milik oleh para pihak adalah hak yang nantinya akan diterima oleh pihak tersebut setelah
menjalankan kewajibannya. Akan tetapi, mengingat hak tersebut hanya bisa diperoleh




apabila kewajiban telah dijalankan maka sifatnya adalah tidak pasti atau dengan kata lain
belum jelas keberadaannya. Hal ini yang menyebabkan kontrak tidak dapat serta merta
digolongkan sebagai benda dan sangat bertentangan dalam konteks benda jaminan.

Merujuk pada alasan tersebut secara kacamata hukum, kontrak bukan suatu benda.
Apabila kontrak akan dikualifikasikan sebagai sebuah benda, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap pengaturan tentang definisi benda secara substansi. Hal tersebut hanya
dapat dikuatkan apabila definisi benda tersebut diatur dalam regulasi setingkat undang-
undang. Hal ini karena Buku Kedua KUHPerdata yang bersifat tertutup sehingga segala
sesuatu mengenai benda, termasuk pengertian dan hak yang melekat pada benda yang diakui
hanyalah yang diatur dalam Buku Kedua tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan kontrak
yang dalam KUHPerdata diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata tentang Perikatan yang
mana sifatnya adalah terbuka sehingga mengenai substansinya dapat disesuaikan dengan
keinginan para pihak dalam kontrak tersebut. Hal ini menambahkan alasan yang membuat
kedudukan kontrak tidak dapat molongkan sebagai benda, terkhusus sebagai benda yang
akan dijadikan jaminan kepada bank yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur. Oleh
karena itu, apabila dijaminkan kepada kreditur maka kontrak tidak dapat dijaminkan sebagai
benda.

Kedudukan kontrak tidak dapat dipisahkan dengan hak tagih satu sama lain.
Kedudukan hak tagih sebagai jaminan sering dilakukan dalam praktiknya. Setiap kali
kontrak dijadikan jaminan, maka sebenarnya yang dijaminkan dari kontrak tersebut adalah
hak tagih yang dimiliki oleh debitur sebagai salah satu pihak dalam kontrak, yang mana hal
tersebut didapatkan atas pengerjaan kesepakatan yang diatur dalam kontrak. Biasanya
keterkaitan antara kontrak dan hak tagih ini selalu terjadi, mengingat kontrak hanyalah
sebuah dokumen jika tidak terdapat hak tagih di dalamnya. Konsep keterkaitan antara
kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif yang terhubung dengan hak tagih ini tidak dapat
diterapkan dalam PP Nomor 24/2022 karena aturan tersebut memisahkan antara penjaminan
kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dengan penjaminan hak tagih. Namun demikian,
memang dengan adanya keberadaan kontrak menjadi salah satu sumber timbulnya hak tagih
ini sendiri, sehingga hubungan keduanya adalah sebagai sebuah bentuk sebab akibat.

Melihat kedudukan kontrak yang berbeda ini, maka perlu dibuat penggolongan
tertentu apabila kontrak milik pelaku usaha ekonomi kreatif akan dijadikan sebagai jaminan.
Mengingat kontrak tidak dapat dikategorikan sebagai benda dan hak tagih, maka kontrak
dapat dijaminkan dalam konteks surat yang berharga bagi pemilik kontrak, yaitu pelaku
usaha ekoni kreatif. Surat yang berharga merupakan surat yang memiliki nilai dan
merupakan alat bukti bagi sesecorang sebagaimana identitas yang tertera di surat tersebut.
Kedudukan surat yang berharga yang memiliki nilai ini adalah termasuk secara nilai
ekonomis karena terdapat nilai sejumlah vang yang merupakan hak bagi salah satu pihak
dalam kontrak tersebut yang dalam hal ini adalah pelaku usaha ekonomi kreatif. Oleh karena
itu, sudah sewajarnya kontrak tersebut dapat dijaminkan dalam konsep surat yang berharga,
seperti Surat Kerja (SK). Secara hukum kedudukan surat yang berharga yang di dalamnya
memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati oleh debitur dapat dijadikan jaminan. Hal ini
dikarenakan dalam hal kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dijaminkan, maka yang akan




dinikmati nantinya adalah nilai ekonomis sebagai nilai tagih yang dimiliki debitur atas
kontrak tersebut dan dapat dijadikan pelunasan atas utang debitur itu sendiri. Agar bank
sebagai kreditur dapat meniknati nilai ekonomis yang dimaksud, maka kontrak harus
terlebih dahulu dialihkan dari pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai penerima hak kepada
bank sebagai kreditur melalui skema jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam UU
Nomor 42/1999. Melalui pengalihan nilai ekonomis yang dimiliki kontrak pelaku usaha
ekonomi kreatif berdasarkan mekanismes fidusia inilah kemudian bank dapat menerima atau
mencairkan jaminan yang dimilikinya. dinilai dari nilai ekonomis yang dimiliki oleh kontrak
pelaku usaha ekonomi kreatif itu sendiri. Layaknya jaminan fidusia lain, perlu dipastikan
bahwa kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif yang dijaminkan adalah sah dan memiliki nilai
ekonomis yang sesuai dengan kebutuhan bank sehingga dapat diterima oleh bank sebagai
jaminan serta pelaku usaha ekonomi kreatif dapat menerima dana sesuai kebutuhannya.
Mengingat saat ini peraturan teknis dan acuan seperti yang dijelaskan di atas belum
tercantum dalam regulasi manapun, makadirasa perlu POJK mengaturnya untuk kemudahan
dan kepastian hukum pembiayaan pelaku usaha ekonomi kreatif ke depannya.

Lebih lanjut, diperlukan mekanisme khusus yang harus diterapkan dalam menjadikan
kontrak sebagai jaminan. Saat ini, terdapat salah satu kontrak yang sedang dikemas agar
selanjutnya dapat dijadikan sebagai jaminan, yaitu kontrak adsense antara konten kreator
dan youtube. Dengan adanya kontrak adsense, setiap pengguna youtube yang telah terdaftar
dan mengunggah konten akan diberikan upah setiap bulannya, sehingga jika semakin banyak
orang yang mengunjungi akunnya dan melihat ads, serta kontennya akan semakin besar pula
upah konten kreator tersebut. Agar kontrak tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan, maka
diperlukan rekomendasi tentang mekanisme penjaminan kontrak pelaku usaha ekonomi
kreatif agar dapat memberikan rasa aman terkhusus bagi bank sebagai kreditur. Menurut
penelitian ini, untuk dapat mencapai tujuan itu maka upah yang didapatkan konten kreator
melalui ads harus disisihkan beberapa persen setiap kali konten kreator tersebut
mendapatkan upah (setiap bulannya) sehingga apabila kreditur menjadikan kontrak adsense
sebagai jaminan akan merasa lebih aman karena sudah ada jumlah pasti yang dapat
dieksekusi dan diterima oleh kreditur apabila memang diperlukan. Dalam konteks ini, nilai
ekonomis yang dimiliki kontrak adsense dijadikan jaminan sehingga memiliki kedudukan
selayaknya hak tagih mengingat jenis kontrak adsense adalah kontrak yang berkelanjutan
antara konten kreator dan youtube sehingga terdapat hak tagih konten kreator setiap
bulannya terhadap youtube di dalamnya.

Mekanisme semacam ini juga dapat diterapkan terhadap kontrak ekonomi kreatif
lainnya, sehingga fungsi jaminan untuk mengamankan kreditur benar-benar dapat terlaksana
dengan efektif dan efisien. Misalnya saja, hal ini bisa diterapkan pada perjanjian lisensi
sebagaimana penjelasan Pasal 9 PP Nomor 24/2022 sehingga posisi perjanjian lisensi dalam
hal ini bukan lagi sebagai kekayaan intelektual yang dijaminkan, tetapi sebagai kontrak milik
pelaku usaha ekonomi kreatif yang dijaminkan. Dalam pelaksanaan mekanisme
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada perjanjian lisensi, maka pemilik lisensi
sebagai penerima manfaat berupa royalti harus menyisihkan sepersekian persen (disesuaikan
dengan perjanjian dengan bank sebagai kreditur) dari royalti yang diterima untuk dijadikan




jaminan terhadap utangnya yang ada pada bank. Diharapkan dengan penerapan mekanisme
ini dapat menguatkan, mengefektifkan, dan mengefisienkan kedudukan kontrak milik pelaku
usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan.

Melihat praktik yang terjadi di Indonesia, diketahui bahwa khusus untuk bentuk
kontrak sebagai jaminan sangat jarang dilakukan oleh bank. Hal ini dikarenakan biasanya
bank hanya akan menerima jaminan berupa aset tidak bergerak karena dianggap memiliki
nilai lebih pasti dan penurunan nilai yang lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan
aset yang bergerak. Meskipun demikian, kebiasaan ini tidak menutup kemungkinan bagi
bank untuk menerima aset bergerak sebagai jaminan, seperti kontrak pelaku usaha ekonomi
kreatif. Oleh karena itu, dibutuhkan bentuk dan mekanisme yang pasti agar kemudian
kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dapat diterima sebagai jaminan.

3.2 Perlindungan hukum bagi kreditur berdasarkan hukum jaminan

PP Nomor 24/2022 bertujuan untuk menyejahterakan pelaku usaha ekonomi kreatif
sehingga memperluas jenis jaminan yang dapat ditm'kaan oleh pelaku usaha kepada bank,
salah satunya adalah kontrak. Kontrak merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih pula. Hal ini merujuk pada Pasal
1313 KUHPerdata yang sebenarnya mendefinisikan hal ini sebagai perjanjian. Akan tetapi,
jika mclat konteks kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif, maka dapat diketahui bahwa
kontrak yang dimaksud dalam hal ini adalah sama dengan perjanjian. Dengan kata lain,
meskipun memiliki istilah yang berbeda, perjanjian dan kontrak memiliki makna yang sama
saja. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 9 PP Nomor
24/2022 yang menyatakan bahwa contoh kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, antara
lain surat perintah kerja serta perjanjian lisensi. Mengingat dalam hal ini kontrak pelaku
usaha ekonomi kreatif disamakan maknanya dengan perjanjian, maka kontrak pelaku usaha
ekonomi kreatif tunduk pada aturan yang ada di Buku Ketiga KUHPerdata tentang
Perikatan.

Pada dasarnya Buku Ketiga KUHPerdata memiliki sifat yang terbuka sehingga segala
sesuatu berkaitan dengan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif didasarkan pada
kesepakatan para pihak atan dengan kata lain terdapat asas kebebasan berkontrak di
dalamnya yang sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Akan tetapi, meskipun memiliki sifat
yang terbuka tetap saja terdapat beberapa kctcnml yang harus dipenuhi sebuah kontrak
agar dikatakan sah kedudukannya menurut, yaitu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.
Hal ini tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa syarat sahnya
perjanjian adalah para pihak yang cakap, kesepakatan para pihak, objek yang tertentu, serta
kausa yang halal.

Terkhusus untuk perlindungan bagi kreditur, apabila kontrak dijaminkan maka masih
terdapat pihak lainnya dalam kontrak tersebut yang perlu diperhatikan kedudukan,
kewajiban, dan haknya serta di sisi lain terdapat pula bank sebagai kreditur yang harus dapat
mengeksekusi kontrak tersebut apabila memang dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan
kepadadirinya sebagai pemilik piutang terhadap debitur, yaitu pelaku usaha ekonomi kreatif.
Oleh karena itu, perlu diperhatikan kepentingan bank sebagai pemegang jaminan serta pihak
lainnya dalam kontrak tersebut agar nantinya kontrak benar-benar dapat menjalankan




fungsinya sebagai jaminan terhadap bank sebagai kreditur serta disaat yang sama tetap
memberikan hak sebagaimana seharusnya terhadap pihak lainnya dalam kontrak tersebut.

Sebagairnna yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam hal penjaminan kontrak
maka kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dapat dijaminkan oleh debitur kepada bank
sebagai kreditur melalui mekanisme jaminan fidusia sebagaimana tercantum pada UU
Nomor 42/1999. Hal ini dikarenakan dalam proses penjaminannya, yang dijaminkaadalah
nilai ekonomis yang dimiliki kontrak sehingga mekanismenya dapat menggunakan jaminan
fidusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42/1999. Melalui mekanisme ini kontrak
antara pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai debitur dengan pihak lainnya dalam kontrak
tersebut tetap akan diakui eksistensinya, hanya saja krediturnya berubah menjadi kreditur
baru, yaitu bank. Apabila kemudian debitur melakukan wanprestasi sehingga bank sebagai
kreditur harus mengeksekusi jaminan tersebut, maka bank kemudian akan mengambil alih
kontrak tersebut sertagperkedudukan menggantikan debitur yang sebelumnya menjadi
kreditur dalam kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif.

Penerapan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan ini belum pernah
dilakukan di Indonesia meskipun peraturannya sudah ada. Berdasarkan data yang didapatkan
dari MAPPI melalui wawancara diketahui bahwa belum terdapat satupun bank di Indonesia
yang berani menerima jaminan hanya berupa kontrak, apalagi kontrak pelaku usaha ekonomi
kreatif yang nilainya relatif kecil serta pengaturan teknis yang tidak jelas. Adapun kontrak
secara umum biasanya hanya diterima sebagai jaminan tambahan, tetapi hal tersbeut pun
belum pernah diterapkan untuk kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan.

Untuk dapat mewujudkan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan,
artikel ini merekomendasikan sebuah rancangan sebelum dan ketika kontrak pelaku usaha
ekonomi kreatif dijadikan sebagai jaminan. Pertama, bank perlu menjalankan setiap
prosedur dan mengetahui setiap risiko dalam hal menerima kontrak tersebut sebagai jaminan
termasuk risiko kemungkinan kesulitan dalam pengeksekusian kontrak tersebut sebagai
jaminan. Salah satu contoh atau permisalan risiko yang mungkin terjadi adalah apabila
terjadi cidera janji oleh salah satu atau para pihak yang menyebabkan macetnya pelaksanaan
sebuah perjanjian atau kontram;ehingga berpengaruh pada perolehan hasil atau nilai
ekonomis kontrak terseblmleh pihak yang bersangkutan. Hal ini sejalan atau sesuai dengan
kewajiban bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan kredit
sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Perbankan. Tidak hanya itu, bank sebagai pihak
pemegang jaminan harus melakukan audit secara berkala terhadap pelaksanaan kontrak agar
nilai ekonomis dari kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dapat benar-benar didapatkan
sebagaimana mestinya. Kemudian, perlu dibuatkan hak dan kewajiban yang jelas bagi bank
serta bagi pelaku usaha ekonomi kreatif yang menjaminkan kontrak tersebut apabila
nantinya kontrak tersebut memang harus dieksekusi oleh bank jika terjadi cedera janji guna
menghindari kesulitan pengeksekusian ke depannya. Perlu pula ditentukan penggunaan
lembaga arbitrase (BANI) atau melalui pengadilan dalam hal terjadi sengketa. Terkahir,
debitur beserta pihak lainnya dalam kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif, serta bank selaku
kreditur perlu berdiskusi dan menyepakati sejak awal mengenai peralihan hak dan kewajiban




yang nantinya mungkin akan terjadi apabila kontrak tersebut memang perlu untuk di
eksekusi apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank.

Pengaturan tentang kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan dibuat
tanpa adanya peratura teknis. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan teknis yang dapat
dituangkan dalam POJK yang mengatur tentang kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif
sebagai jaminan itu sendiri. Adapun beberapa hal penting yang diatur adalah terkait
pengaturan tambahan dalam POJK tentang tata cara penjaminan kontrak pelaku usaha
ekonomi kreatif yang dalam hal ini berdasarkan penelitian dapat dilakukan melalui jaminan
fidusia serta pembentukan mekanisme penilaian risiko yang lebih rinci untuk menilai
kelayakan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan.

4. PENUTUP

Pasal 9 PP Nomor 24/2022 beserta penjelasannya memposisikan kontrak pelaku usaha
ckonomi kreatif sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam mengimplementasikan kontrak
tersebut sebagai jaminan ditemukan beberapa kesulitan dalam mengingat kontrak tidak dapat
dikategorikan serta merta sebagai benda dan butuh adanya kepastian perlindungan bagi
kreditur berupa bank. Dalam memecahkan kebingungan serta permasalah tersebut, maka
dalam hal ini diusulkan agar kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dijadikan jaminan dalam
bentuk atau format surat yang berharga yang mana nilai ekonomi di dalamnya dapat
dijadikan sebagai jaminan melalui mekanisme jaminan fidusia. Namun demikian, menurut
penelitian ini agar peraturan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan
dihapuskan saja mengingat pada akhirnya yang akan dijaminkan adalah nilai ekonomi
kontrak selayaknya hak tagih. Diperlukan skema khusus yang direkoemendasikan untuk
melindungi bank, dimana perlu adanya penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank harus
dijalankan secara maksimal agar tidak menimbulkaggmasalah pengeksekusian kedepannya,
pembagian hak dan kewajiban yang jelas antara pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai
debitur, bank sebagai kreditur, dan perlu diatur mekanisme yang jelas sejak awal tentang
bagaimana peralihan hak yang nantinya mungkin akan terjadi apabila kontrak tersebut
memang perlu untuk dieksekusi. Lebih lanjut, juga perlu adanya aturan rinci yang mengatur
mekanisme eksekusi kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan serta
mekanisme penilaian risikonya dalam POJK.
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